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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 

sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu 

anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang 

cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor 

publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan 

penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor 

swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk 

publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus 

diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. 

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana 

publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik 

(Mardiasmo, 2013). 

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah 

alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses 

penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan 

perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran untuk daerah dibuat oleh 

kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala  
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bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD 

menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 

Proses anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam 

Permendagri memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan 

oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit 

kerja). Proses penganggaran merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, 

terutama manajer. Manajer dalam satuan kerja perangkat daerah adalah para 

pejabat yang melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran. Tahap 

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan 

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah 

disusun. 

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini 

dinikmati Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, memberikan jalan bagi 

Pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan 

keuangan daerah terutama terhadap penyusunan anggaran daerah (Triyono, 2002 

dalam Heruwati, 2008). Terkait dengan penyelenggaraan anggaran di daerah, 

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara 

baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan 

ditetapkannya undang-undang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara serta UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dari 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dapat diambil 

kesimpulan bahwa penganggaran sektor publik di Indonesia berdasarkan pada 

penganggaran berbasis kinerja, yang berarti anggaran tersebut disusun 
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berdasarkan partisipasi aktif unit-unit organisasi pemerintah mulai level bawah 

sampai atas dalam menyampaikan target anggaran dan kinerja yang disusun. 

Partisipasi merupakan salah satu aspek yang sering digunakan dalam penelitian 

yang berkaitan dengan penganggaran. 

Kesuksesan pemerintah daerah sangatlah tergantung dari individu yang 

terlibat di dalamnya khususnya pejabat struktural yang berperan penting dalam 

perencanaan keuangan organisasi di masa yang akan datang. Kinerja para pejabat 

struktural tersebut akan meningkat apabila mereka terlibat secara aktif dalam 

proses penyusunan anggaran pada unit organisasi mereka. Mengingat anggaran 

disusun bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya, 

maka sangat mungkin bahwa tujuan anggaran akan menjadi tujuan setiap manajer 

sehingga menghasilkan goal congruence yang lebih besar. 

Dalam praktiknya, banyak ditemukan anggaran tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya, baik sebagai alat bantu manajemen di dalam melakukan 

pengendalian maupun sebagai pedoman bagi manajer untuk membuat keputusan. 

Salah satu jenis anggaran adalah anggaran partisipasi yang menekankan pada 

partisipasi manajer tingkat menengah di dalam penyusunan anggaran. Menurut 

Brownell (1982) dalam Coryanata (2004) partisipasi penyusunan anggaran adalah 

tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. 

Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu 

top down, buttom up dan partisipasi (Nasution, 2009).  

Dalam sistem penganggaran top-down, dimana rencana dan jumlah 

anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga 
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bawahan/pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah ditetapkan oleh 

anggaran tersebut. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja 

bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan 

terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi 

(overloaded). Atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan 

hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan 

target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan 

bawahan/pelaksana anggaran. Konsep penganggaran yang seperti ini belum 

berkembang di sektor publik, sehingga penerapannyapun belum optimal. Oleh 

karena itu, entitas mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat 

menanggulangi masalah di atas yakni sistem penganggaran partisipatif 

(participative budgeting). Melalui sistem ini, bawahan/pelaksana anggaran 

dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut subbagiannya sehingga 

tercapai kesepakatan antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan 

bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut (Omposunggu dan 

Bawono, 2007). 

Ada beberapa alasan mengapa anggaran sektor publik menjadi penting 

(Halim dan Kusufi, 2013) : 

1. Sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, 

menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, 

2. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus 

berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, 
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3. Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap 

rakyat, dalam hal ini anggaran berperan sebagai instrumen akuntabilitas 

publik. 

Untuk mendapatkan hasil partisipasi penyusunan anggaran yang optimal 

diperlukan penilaian terhadap kinerja manajerial. Kinerja manajerial merupakan 

ukuran seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kinerja manajerial dipercaya sebagai salah satu faktor yang dapat 

dipakai untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Kinerja manajerial 

adalah kinerja dari individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang 

meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan 

staf, negosiasi dan perwakilan atau representatif (Sutrisna, 2011). Pada sektor 

pemerintahan, kinerja manajerial dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang 

dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. 

Adapun fenomena yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa 

pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa 

pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi di daerah. Buruknya kinerja 

keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dijajaran Pemerintah Kota 

Padang yaitu tidak maksimalnya pembangunan daerah. Ini bisa dilihat dari 

serapan anggaran pada tahun 2011 yang belum memuaskan karena serapannya 

cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran dan selalu berulang setiap 

tahunnya (harianhaluan.com). Selain itu, terlambatnya pengajuan anggaran dari 

SKPD ke pemerintah daerah, ini disebabkan karena partisipasi dari para manajer 
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di SKPD belum maksimal karena program strategis dan prioritas tidak 

dialokasikan oleh SKPD sehingga pemerintah pusat memerintahkan rasionalisasi 

terhadap program tersebut (padangekspres.co.id). Ini membuat manajer di SKPD 

dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Berdasarkan masalah di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penyebab  buruknya pelayanan kepada masyarakat 

dipengaruhi buruknya kualitas kinerja aparat  pemerintah daerah dan birokrasi 

pemerintah daerah (Wulandari, 2013). Persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari 

partisipasi penyusunan anggaran menunjukkan bahwa hubungan yang ada dalam 

partisipasi anggaran dan kinerja mungkin berbeda dari satu situasi lainnya. 

Kenyataan masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam partisipasi 

anggaran. 

Berdasarkan fenomena di atas serta dari temuan-temuan sebelumnya 

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian 

lainnya. Dalam penelitian Fibrianti dan Budi (2013) menemukan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

Menurut penelitian Handayani (2013) menyimpulkan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adrianto (2008) menyimpulkan partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian 

Juli dan Ketut (2010) juga menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian beberapa peneliti. Menurut Sari (2013) 

menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran secara parsial tidak memiliki pengaruh 
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terhadap kinerja manajerial. Dalam penelitian Sutrisna (2011) juga menyimpulkan 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial tidak terbukti. Penelitian Sumarno (2005) berpendapat yang sama 

bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial ditolak. Dari beberapa hasil penelitian tersebut jelas terdapat 

ketidakkonsistenan hasil terhadap partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

Partisipasi penyusunan anggaran tidak akan secara langsung meningkatkan 

kinerja manajerial tanpa adanya dukungan faktor-faktor eksternal dan internal 

yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Kemampuan memprediksi keadaan di 

masa datang pada suatu kondisi ketidakpastian lingkungan dapat terjadi pada 

individu yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Individu akan 

mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi jika merasa lingkungan tidak 

dapat diprediksi dan tidak dapat memahami bagaimana komponen lingkungan 

akan berubah (Milliken, 1987 dalam Darlis, 2002). Sedangkan dalam 

ketidakpastian lingkungan yang rendah (lingkungan relatif stabil), individu dapat 

memprediksi keadaan di masa datang sehingga langkah-langkah yang akan 

dilakukannya dapat direncanakan dengan lebih akurat (Duncan, 1972 dalam 

Darlis, 2002). Kondisi yang relatif stabil ini dapat dimanfaatkan oleh anggota 

organisasi untuk membantu organisasi membuat perencanaan yang akurat. 

Selain ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi partisipasi dalam 

penyusunan anggaran, komitmen organisasional juga mempengaruhi individu 

dalam partisipasi penyusunan anggaran. Komitmen organisasional dapat 
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mendorong partisipasi penyusunan anggaran karena para manajer tersebut dapat 

mengusulkan pada atasannya mengenai usaha-usaha terbaik yang bermanfaat bagi 

organisasi dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang 

dipimpinnya. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk 

berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan 

tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan 

kepentingan sendiri (Weiner, 1982 dalam Endah, 2011). 

Dampak interaksi antara manajer dengan bawahan dengan desentralisasi 

akan semakin positif terhadap kinerja manajerial atau dengan kata lain semakin 

tinggi tingkat desentralisasi akan memungkinkan proses pengambilan keputusan 

yang lebih akurat dan mampu meningkatkan kinerja manajerial. Menurut Hani 

(2009) desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas 

kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih 

rendah. Kinerja organisasi akan tercapai apabila organisasi secara keseluruhan 

telah mencapai atau memperoleh target yang telah ditetapkan. Desentralisasi yang 

ditampakkan dalam penyusunan anggaran menyebabkan semakin luasnya 

tanggung jawab unsur-unsur pelaksanaan penyusunan anggaran serta kebijakan 

secara indipenden, sehingga semakin tinggi pula wewenang manajer dalam 

mengambil keputusan yang tepat pada struktur desentralisasi (Fibrianti dan Budi, 

2013). Di dalam penelitian Ika et al (2011) menyimpulkan bahwa ketidakpastian 

lingkungan, komitmen organisasi dan pelimpahan wewenang memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial. 
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Berdasarkan uraian ringkas latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merasa tertarik untuk meneliti kembali tentang pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial. Oleh sebab itu peneliti melakukan replikasi 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ika et al (2011) dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Handayani (2013). Secara umum variabel yang digunakan adalah 

sama, namun pada penelitian kali ini peneliti menggunakan objek dan waktu 

observasi yang berbeda. Penelitian terdahulu telah dilakukan di pulau Jawa 

sedangkan pada penelitian ini dilakukan di kota Padang Sumatera Barat. 

Diharapkan hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pada penelitian yang senada terhadap topik ini. Penelitian ini diberi 

judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi dan 

Desentralisasi sebagai Variabel Moderating”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan kepada latar belakang masalah, peneliti merumuskan pokok 

permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 

2. Apakah ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating 

berpengaruh dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial? 
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3. Apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderating berpengaruh 

dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial? 

4. Apakah desentralisasi sebagai variabel moderating berpengaruh dalam 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan 

penelitian ini yaitu membuktikan secara empiris : 

1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. 

2. Pengaruh ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi terhadap 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial. 

3. Pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel moderasi terhadap 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

manajerial. 

4. Pengaruh desentralisasi sebagai variabel moderasi terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil yang diperoleh nantinya di dalam penelitian ini 

dapat memberikan manfaat positif bagi: 

1. Pemerintah Daerah Padang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah di Kota Padang dalam 

merumuskan kebijakan penyusunan anggaran daerah yang dapat 

meningkatkan kinerja dinas-dinas yang ada di Pemerintah Daerah di Kota 

Padang. 

2. Akademisi, hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai dasar acuan di dalam pengembangan penelitian serupa dimasa 

yang akan datang. 

3. Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

pemahaman tentang informasi faktor-faktor variabel moderasi yang 

mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial di 

pemerintah daerah. 

1.4 Sistematika Penulisam 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab.  

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah Landasan teori dan pengembangan hipotesis yang 

membahas tentang partisipasi penyusunan anggaran, ketidakpastian lingkungan, 

komitmen organisasi dan desentralisasi. 
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Bab III adalah Metode penelitian yang membahas tentang populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, 

teknik analisis data, dan pengujian hipotesis. 

Bab IV adalah pembahasan yang membahas mengenai data yang telah 

dilakukan analisis dan membahas tentang hasil penelitian. 

Bab V adalah penutup yang memaparkan tentang kesimpulan dari 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta implikasinya bagi penelitian selanjutnya. 
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